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Abstrak 

 

Nama  : Normalisanti Waruwu  

NPM : 2014310071 

Judul : Penanganan Korban Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

melalui Manajemen Kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana 

Teknis Pusat pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) 

Kota Bandung 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai 

kondisi klien serta melakukan  penilaian terhadap data-data yang berkaitan dengan 

penyebab masalah, apa yang diubah, sumber-sumber serta kekuatan yang dimiliki 

oleh klien. Peneliti menggunakan teori manajemen kasus, dimana dalam teori ini 

berbicara tentang asesmen, perencanaan pelayanan, intervensi dan monitoring, 

evaluasi serta terminasi. Teori ini berbicara tentang bagaimana untuk meningkatkan 

bukan untuk menghilangkan atau menghapus suatu program yang ada. Kemudian 

dimensi-dimensi dalam teori ini cukup memadai dalam memberikan penilaian 

terkait dengan evaluasi program ataupun kegiatan dalam rangka meningkatkan 

kualitas pelayanan kedepannya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. Dalam 

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak  pelaksana pelayanan 

yaitu konselor, pihak pengelola yaitu UPT P2TP2A dan Kepala Tata Usaha serta 

manajemen kasus (Polisi, Pengacara dan Puskesmas). Peneliti juga melakukan 

observasi dengan melihat kegiatan pemberian layanan dalam penanganan korban 

kekerasan seksual terhadap anak. Studi dokumen yang digunakan mengacu pada 

SOP penanganan kasus korban tindak kekerasan seksual terhadap anak dan 

Peraturan pemerintah tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak 

yang Berhadapan dengan Hukum.  

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, dari aspek konteks, tujuan dari kegiatan 

penanganan korban tindak kekerasan seksual terhadap anak ini sudah tercapai 

dengan baik. Namun dari aspek konten, pelaksanaan penanganan kasus korban 

tindak kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh UPT P2TP2A Kota Bandung 

melalui manajemen kasus masih belum maksimal karena kurangnya sosialiasi, 

informasi dan pengetahuan tentang perlindungan anak kepada masyarakat luas. 

Pada bagian input dan proses penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak, 

sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, baik pihak korban, manajemen kasus 
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maupun pihak UPT P2TP2A. Pada bagian product (hasil), hasil akhir dari program 

menunjukkan bahwa dengan adanya program ini sangat membantu para korban 

tindak kekerasan seksual, dimana korban merasa terfasilitasi sehingga mereka dapat 

kembali beraktivitas seperti biasa. 

 

Kata kunci : manajemen kasus, tindak kekerasan seksual terhadap anak. 
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Abstract 

Name  : Normalisanti Waruwu  

NPM : 2014310071 

Title :  Handling Victims of Sexual Violence Against Children through Case 

Management carried out by the Technical Implementation Unit of the 

Center for Empowering Women and Children (UPT P2TP2A) in City 

Bandung 

 

The purpose of this study is to collect and analyze data about the condition of the 

client and make an assessment of data relating to the cause of the problem, what is 

changed, the sources and strengths owned by the client. The researcher uses case 

management theory, which in this theory talks about assessment, service planning, 

intervention and monitoring, evaluation and termination. This theory talks about 

how to improve not to eliminate or delete an existing program. Then the dimensions 

in this theory are sufficient in providing an assessment related to the evaluation of 

programs or activities in order to improve the quality of services going forward. 

The research method used is Qualitative Research Methods. In this study, 

researchers conducted interviews with service providers, namely counselors, 

managers, namely UPT P2TP2A and Head of Administration and case management 

(Police, Lawyers and Puskesmas). The researcher also conducted observations by 

looking at service delivery activities in handling victims of sexual violence against 

children. The study of documents used refers to the SOP for handling cases of 

victims of sexual violence against children and government regulations on the 

Standard Operating Procedure for Handling Children Against the Law. 

Based on the data analysis carried out, from the aspect of the context, the purpose 

of this activity of handling victims of sexual violence against children has been 

achieved well. But from the aspect of content, the implementation of handling cases 

of victims of sexual violence carried out by UPT P2TP2A in the city of Bandung 

through case management is still not optimal due to lack of socialization, 

information and knowledge about child protection to the wider community. In the 

input and process of handling sexual violence against children, it has been carried 

out in accordance with procedures, both victims, case management and UPT 

P2TP2A parties. In the product section, the final results of the program show that 

the existence of this program is very helpful for victims of sexual violence, where 

victims feel facilitated so that they can return to their normal activities. 

 

Keywords: case management, acts of sexual violence against children. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia kasus tindak kekerasan seksual stiap tahun mengalami 

peningkatan, korbannya mulai dari kalangan dewasa, remaja, anak-anak bahkan 

balita. Fenomena tindak kekerasan seksual semakin sering terjadi hingga hampir 

diberbagai negara. Kasus tindak kekerasan dari tahun ke tahun terus meningkat. 

Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang 

terjadi, bahkan dari kualitas. Dan lebih tragisnya lagi pelakunya kebanyakan dari 

lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak tersebut berada, antara lain 

didalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial 

anak. 

Korban tindak kekerasan seksual tentunya sangat menderita secara 

psikis/emosional, fisik, yang seringkali meningggalkan dampak-dampak buruk 

terhadap korban seperti depresi, trauma, cacat fisik, dan cemooh dari 

masyarakat. Orang dewasa yang dinilai sudah memiliki pemikiran yang matang 

saja belum tentu dapat melewati keadaan menjadi korban kekerasan seksual, 

apalagi anak-anak yang masih belum dewasa.  

Kekerasan seksual dapat mengakibatkan dampak yang tidak bisa 

dianggap sepele, karena secara emosional korban mengalami stress, depresi, 

goncangan jiwa, muncul perasaan bersalah, sehingga korban dapat menyalahkan 



2 
 

diri sendiri, timbul rasa takut berhubungan dengan orang lain, mengalami mimpi 

yang buruk, susah tidur/insomnia, takut terhadap benda tertentu ataupun 

ketakutan terhadap tempat tertentu atau permasalahan harga diri. 

Selain secara emosional/psiskis, fisik maupun depresi dampak nyata 

dari tindak kekerasan seksual yang dialami oleh anak meliputi kehamilan yang 

tidak diinginkan, sakit kronis, tertular penyakit kulit, tertular penyakit menular 

seksual hingga kecanduan melihat film porno. 

Kekerasan seksual adalah salah satu kejahatan yang angka 

peningkataan kasus yang tinggi dan kasus kejahatan yang paling serius dan 

permasalahan hukum di masyarakat serta pelanggaran hak asasi manusia yang 

paling serius. Kekerasan seksual yang terjadi tidak lagi mengenal waktu dan 

tempat, tindakan-tindakan kejahatan tersebut bisa terjadi dimana dan kapan saja. 

Pelaku juga sulit dideteksi, kekerasan seksual justru tidak lagi mengenal istilah 

tetangga, keluarga dan orang asing, semuanya berpotensi yang lebih tinggi yang 

biasanya terjadi di lingkungan keluarga. 

Kekerasan seksual yang terjadi sering dilakukan oleh orang-orang 

terdekat baik itu tetangga, saudara bahkan sekalipun keluarga kandung termasuk 

ayah, kakak dan adik serta orang-orang terdekat lainnya tanpa terkecuali. Fakta 

seperti ini tidak bisa menutupi lagi bahwa lingkungan keluarga dianggap sebagai 

tempat yang paling nyaman dan tempat berlindungnya semua anggota keluarga 

justru akan dengan sangat cepat berubah menjadi lingkungan yang justru 

menghancurkan anggota itu sendiri terutama perempuan dan anak. Sementara 

laki-laki dilingkungan keluarga lebih superior oleh karenanya menjadi subjek 



3 
 

yang paling dominan dalam melakukan kekerasan tersebut. Jika dipandang dari 

aspek sosiologis, kekerasan seksual biasa terjadi di lingkungan domestik (rumah 

tangga) dan juga lingkungan publik atau tempat kerja. Anak-anak dan 

perempuan yang mengalami kekerasan seksual tidak terlepas dari pola relasi 

antara laki-laki dan perempuan maupun orang dewasa dan anak-anak yang 

berlaku baik pada masyarakat sederhana (pedesaan) maupun masyarakat 

kompleks (masyarakat modern/perkotaan). 

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan 

seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak 

berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa 

di sekitarnya. Hal ini yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak 

memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, 

pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah 

orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua, saudara kandung 

dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang 

dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual pada anak. Dengan 

kata lain, siapa pun dapat menajdi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. 

Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman 

dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus 

kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak 

sedikit yang berdampak fatal. 

Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu 

tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral 
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dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual 

terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan dan 

pecabulan. 

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa 

dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana 

tidak, anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan 

penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan 

potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek kekerasan seksual. 

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang 

menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. 

Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang 

mengarah pada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti menyentuh tubuh 

anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk 

penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau 

anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, 

secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak atau tidak 

melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan 

orang lain, membuat, dan menampilkan gambar atau film yang mengandung 

adengan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, serta 

memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan 

aktivitas seksual. 

Dampak-dampak tersebut harus di minimalisir melalui langkah paling 

sederhana untuk melindungi anak dari kekerasan seksual bisa dilakukan oleh 
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orangtua dimana orang tua memegang peranan penting dalam menjaga anak-

anak dari ancaman kekerasan seksual. Orang tua harus benar-benar peka jika 

melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kekerasan 

seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila 

si pelaku melakukan pendekatan secara persuasif dan meyakinkan korban apa 

yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan yang 

umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu proses 

pemulihan anak-anak korban kekerasan seksual dibandingkan dengan korban 

yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran 

korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit 

mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi 

saat mereka mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal 

tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan 

akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang 

peristiwa tersebut dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus 

dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya 

orangtua yang memang memiliki hubunngan yang dekat dengan anak akan lebih 

mudah untuk melakukannya. 

Kemudian masyarakat, dimana penanganan kekerasan seksual 

terhadap anak, perlu adanya peran masyarakat, dengan memperhatikan aspek 

pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang 

bertujuan memberikan perlindungan pada anak. Berkaitan dengan peran 

masyarakat oleh media massa harus melakukan dengan bijaksana demi 
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perlindungan anak karena dalam UU nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak ditegaskan pada pasl 64, “Perlindungan pemberitaan identitas melalui 

media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Artinya dalam hal ini 

seharusnya masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. 

Masyarakat diharapkan dapat ikut serta mengayomi dan melindungi korban 

dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada 

korban. Pelakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan 

perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban 

tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. 

Kemudian negara, dalam hal ini pemerintah adalah pihak yang 

bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan rakyatnya, termasuk dalam hal 

ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh 

karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya 

dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak. Tetapi dalam 

kenyataannya, meskipun sudah ada jaminan peraturan yang mampu melindungi 

anak, namun fakta membuktikan bahwa peraturan tersebut belum dapat 

melindungi anak dari tindakan kekerasan seksual. Oleh karena itu, upaya yang 

harus menjadi prioritas utama untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan 

seksual adalah melalui reformasi hukum. Reformasi hukum yang harus 

dilakukan pertama kali adalah dengan cara mentransformasi paradigma hukum. 

Spirit untuk melakuakan reformasi hukum dilandasi dengan paradigma 

pendekatan berpusat pada kepentingan terbaik bagi anak berbasis pendekatan 

hak. 
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Menurut UPT P2TP2A Kota Bandung pada tahun 2014 telah terjadi 

tindak kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 58 kasus, kemudian pada tahun 

2015 terjadi penurunan kekerasan sebanyak 25 kasus tetapi pada tahun 2016 

terjadi lagi peningkatan sebanyak 41 kasus, dan semakin meningkat pada tahun 

2017 sebanyak 65 kasus dan juga pada tahun 2018 sebanyak 134 kasus. Dari 

data tersebut dapat dikatakan bahwa dari tahun ke tahun kasus tindak kekerasan 

seksual khususnya pada anak semakin meningkat. Menurut UPT P2TP2A 

sendiri bahwa kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak termasuk kasus 

tertinggi yang kedua setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Menanggapi tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dan 

maraknya kasus serupa yang terangkat di berbagai media, beberapa pihak 

berpendapat bahwa pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak harus 

dihukum seberat-beratnya agar pelaku jera dengan perkembangan aturan 

penindasaan nasional Indonesia. Secara umum, pengaturan mengenai kekerasan 

seksual terbagi menjadi dua kategori, yaitu pemerkosaan dan pencabulan dengan 

ancaman hukuman yang bervariasi, tergantung pada jenis perbuatan dan karakter 

korban. Ancaman hukuman yang  lebih berat biasanya dijatuhkan untuk tindak 

kekerasan seksual yang korbannya adalah anak. Pengaturan mengenai kekerasan 

seksual di Indonesia pertama kali tercantum pada Kitab UU Hukum Pidana 

(KUHP). Pasal yang paling berat di KUHP adalah pasal mengenai perkosaan 

yang mengakibatkan kematian (maksimum 15 tahun penjara), dan kekerasan 

seksual yang korbannya adalah perempuan  (maksimum 12 tahun penjara). Jika 

korbannya adalah anak, KUHP mencantumkan didalam pasal 5, yaitu perkosaan 
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terhadap anak perempuan (maksimum 9 tahun penjara), perkawinan anak 

(maksimum 4 tahun penjara), pencabulan anak (maksimum 7 tahun penjara), 

pencabulan terhadap anak dengan jenis kelamin sama (maksimum 5 tahun 

penjara), dan perkosaan anak dalam keluarga (maksimum 7 tahun penjara). 

Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur 

masyarakat, dimana tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan 

kepentingan publik, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan 

kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power 

yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. Sehingga pelayanan publik yang 

diberikan kepada masrayakat harus memberikan dampak psistif sehingga 

membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Semakin kompleksnya 

permasalahan publik saat ini menuntut peran pemerintah ikut terlibat dalam 

membantu penanganan masalah tersebut. Salah satu permasalahan publik yang 

muncul ditengah-tengah masyarakat adalah permasalahan anak terkait dengan 

kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, penulis hendak mengangkat fenomena 

tindak kekerasan seksual terhadap anak khususnya di Kota Bandung. Dalam 

upaya melaksanakan salah satu misi Kota Bandung untuk mencapai Bandung 

sebagai kota jasa yang bermartabat (bersih, makmur, taat dan bersahabat yaitu 

membanggakan sosial budaya kota yang ramah dan berkesadaran tinggi dan 

berhati nurani, salah satu program yang dirancang adalah program pelayanan, 

rehabilitasi, dan partisipasi sosial. Kota Bandung tidak terlepas dari berbagai 

permasalahan anak yang dihadapi salah satunya adalah tindak kekerasan seksual 

terhadap anak. 
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Pemerintah Kota Bandung melihat dan memandang bahwa masalah 

tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah publik yang 

membutuhkan penanganan yang benar-benar serius. Pemerintah Kota Bandung 

membentuk suatu wadah yang khusus menangani masalah kekerasan terhadap 

perempuan dan anak yaitu UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Bandung. 

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A ) yaitu satu lembaga dari Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan wahana 

operasional dalam rangka program pemberdayaan perempuan dan penanganan 

anak melalui upaya preventif terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan 

terhadap perempuan dan anak, upaya persuasif, kuratif, represif serta bimbingan 

lanjut agar korban dapat kembali menjalani kehidupan sosialnya sebagaimana 

mestinya dengan tujuan mewujudkan peningkatan kualitas hidup pemberdayaan 

anak melalui berbagai layanan, informasi, rujukan, konsultasi, dan edukasi 

dalam bidang kesehatan, psikologis, pendidikan, peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, ekonomi, hak asasi perempuan dan anak. Semakin maraknya 

kasus tindak kekerasan seksual dari tahun ke tahun di Kota Bandung khususnya 

kepada anak menunjukkan bahwa penanganan terhadap kasus ini masih belum 

terealisasi dengan baik. 

Membantu upaya penghapusan segala bentuk tindak kekerasan 

terhadap perempuan dan anak, mengupayakan peningkatan kualitas hidup, 

memberikan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan serta menyediakan 
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informasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

menjadi misi dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A ) Kota Bandung. 

Adapun tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung dibidang 

pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak serta melaksanakan 

fungsi sebagai berikut : penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan 

P2TP2A, pelaksanaan operasional P2TP2A yang meliputi pelaksanaan upaya 

pemberdayaan, advokasi dan perlindungan perempuan dan anak, pelaksanaan 

ketatausahaan unit pelaksana teknis, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan P2TP2A. 

Kegiatan pelayanan yang diberikan yaitu upaya penanganan kasus 

kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan Visi dan Misi 

UPT P2TP2A dalam membantu penanganan permasalahan perempuan dan anak, 

sehingga korban dapat melaporkan dan mengakses layanan, maka diperlukan 

kesegeraan tindakan sesuai kebutuhan korban sehingga mendapat pertolongan 

dan terlindungi haknya sebagai korban. Dalam pelayanan UPT P2TP2A Kota 

Bandung upaya penanganan korban tindak kekerasan terdiri beberapa jenis 

layanan seperti layanan hukum, layanan medis, layanan psikososial. Layanan ini 

bertujuan untuk memberikan konstribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan 

keadilan bagi perempuan dan anak serta kenyamanan bagi para korban dalam 

memperoleh perlindungan. 
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Peneliti melihat pelaksanaan program oleh Unit Pelaksana Teknis 

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) 

Kota Bandung dalam upaya penanganan korban tindak kekerasan sangat 

memberikan pengaruh postif terhadap keberlangsungan hidup korban sebagai 

klien. Berdasarkan data dan informasi diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Penanganan korban tindak kekerasan seksual terhadap 

anak melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana 

Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota 

Bandung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah adalah 

“Bagaimana Penanganan korban tindak kekerasan seksual terhadap anak 

melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung?   

1.3 Identifikasi Masalah  

a. Bagaimana pelaksanaan asesmen dalam penanganan tindak kekerasan 

seksual pada anak melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Unit 

Pelaksana Terpadu Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT 

P2TP2A) di Kota Bandung sesuai dengan prosedur kerja? 

b. Apakah perencanaan pelayanan dalam penanganan tindak kekerasan 

seksual terhadap anak melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh 
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Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT 

P2TP2A) di Kota Bandung? 

c. Bagaimana pelaksanaan intervensi dalam penanganan tindak kekerasan 

seksual pada anak melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh Unit 

Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT 

P2TP2A) di Kota Bandung? 

d. Bagaimana pelaksanaan monitoring, evaluasi dan terminasi dalam 

penanganan tindak kekerasan seksual terhadap anak melalui manajemen 

kasus yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) di Kota Bandung?  

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kondisi klien 

serta melakukan  penilaian terhadap data-data yang berkaitan dengan 

penyebab masalah, apa yang diubah, sumber-sumber serta kekuatan 

yang dimiliki oleh klien. dalam penanganan korban tindak kekerasan 

seksual terhadap anak melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh 

UPT P2TP2A Kota Bandung; 

2. Untuk menetapkan tujuan dan sasaran dalam penanganan korban tindak 

kekerasan seksual melalui manajemen kasus yang dilaksanakan oleh 

UPT P2TP2A Kota Bandung; 
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3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan rencana pelayanan melalui 

pelaksanaan penanganan korban tindak kekerasan seksual melalui 

manajemen kasus yang dilaksanakan UPT P2TP2A Kota Bandung; 

4. Untuk mendeskripsikan, menelaah, dan memantau pemberian layanan 

selama pelaksanaan pemberian pelayanan tujuan pelaksanaan 

penanganan korban tindakan kekerasan seksual melalui manajemen 

kasus yang dilaksanakan oleh UPT P2TP2A Kota Bandung. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan tentang masalah tindak kekerasan seksual terhadap anak. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menajdi masukan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat korban tindak kekerasan 

seksual. 
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